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PENETAPAN
Nomor 0218/Pdt. G/2016/PA.Pare.
BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan
penetapan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

Retti Suryaningsih, SE binti Baharuddin, umur 30 tahun, agama Islam,
pendidikan terakhir S.1, pekerjaan karyawati Bank BTPN
Parepare, bertempat tinggal di Jalan Gelatik No. 20,
Kelurahan Ujung Baru, Kecamatan Soreang, Kota
Parepare, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

Ricky Rinaldi Husni, S.Kom bin H. Husni, umur 33 tahun, agama Islam,
pendidikan terakhir S.1, pekerjaan PNS Badan
Lingkungan Hidup, bertempat tinggal di Jalan BTN
Pondok Indah Lumpue Blok A, No. 12, Kelurahan
Lumpue, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare,
selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya

tertanggal 26 Mei 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Parepare dibawah Register Perkara Nomor 0218/Pdt.G/2016/PA.Pare

tanggal 26 Mei 2016 telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan
sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2010, Penggugat dengan Tergugat

melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 6 hal. Pnt. No. 0218/Pdt.G/2016/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare,
sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 406/10/Vv/2010,
tertanggal 5 Mei 2010

2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung Penggugat dan Tergugat hidup
bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang
tua Penggugat Perumnas Parepare selama kurang lebih 5 Tahun 11
bulan

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah
dikaruniai 2 orang anak yang diberi nama:
a. Jauzaa Nursyafigah binti Ricky Rinaldi Husni S.Kom, umur 5 tahun
b. Faiga Azkaufa binti Ricky Rinaldi Husni S.Kom, umur 3 tahun 3

bulan

Anak-anak tersebut saat ini dalam pemeliharaan Penggugat

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula
berjalan rukun dan baik, tetapi sejak November 2015 antara Penggugat
dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang
mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya
menjadi tidak harmonis lagi.

5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya
disebabkan oleh:

a. Tergugat tidak pernah berkata jujur oleh Penggugat bahkan
Tergugat ketahuan main judi on-line

b. Tergugat mengambil uang di Bank BRI Parepare, Adhira,
Koperasi dan Bank Sinar Mas Parepare tanpa sepengetahuan
Penggugat.

C. Tergugat kurang memenuhi nafkah ekonmi terhadap
Penggugat.

6. Bahwa pada bulan April 2016, antara Penggugat dengan Tergugat
terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkanTergugat minta uang
lagi sama Penggugat namaun penggunaannya tidak jelas, apabila tidak
diberikan Tergugat marah tehadap Penggugat dan sejak kejadian
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tersebut Tergugat pergi kerumah orang tua meninggalkan Penggugat
yang mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal.

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal
sejakbulan April 2016, yang sampai sekarang sudah kurang lebih 1
bulan lamanya.yang mengakibatkan Penggugat menderita lahir batin

8. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut pihak keluarga telah
berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

9. Bahwa dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak
ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah
tangga yang bahagia, sehingga Penggugat sudah tidak dapat lagi

mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Parepare cq majelis hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya
sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra TergugatRicky Rinaldi Husni
S.Kom bin H. Husni terhadap PenggugatRetti Suryaningsih, SE binti
Baharuddin.

3. Memohon, Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama
Parepare untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan
hukum tetap kepada Pegawai Pencatatan Nikah dan Kantor Urusan
Agama Kecamatan tempat Penggugat dan Tergugat melangsungkan
pernikahan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat
dalam daftar yang disediakan untuk itu.

4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang

seadil - adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan yaitu tanggal 8 Juni
2016, Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di

persidangan;
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Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun
kembali dengan Tergugat dan mempertahankan rumah tangganya.

Bahwa Penggugat dalam persidangan tersebut menyatakan ingin
mencabut kembali gugatannya dan kembali rukun bersama Tergugat.

Bahwa untuk singkatnya, segala hal-hal yang termuat dalam berita
acara persidangan dianggap termuat dalam penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar
mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan rukun kembali
untuk membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat pada persidangan tersebut
menyatakan tidak akan melanjutkan perkaranya dan ingin mencabut
kembali gugatannya karena telah rukun kembali bersama Tergugat,
pencabutan mana dapat dipertimbangkan sepanjang belum memasuki
tahap pemeriksaan pokok perkara atau belum terjadi jawab menjawab
maka keinginan Penggugat untuk mencabut kembali gugatannya Nomor
0218/Pdt.G/2016/PA.Pare tanggal 26 Mei 2016 adalah beralasan untuk
dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut
gugatannya, maka pemeriksaan atas gugatan Penggugat tersebut
dihentikan dan dinyatakan telah selesai karena dicabut, sesuai dengan
ketentuan Pasal 271 dan 272 RV.

Menimbang, bahwa biaya perkara dibebankan kepada Penggugat
berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009 tentang Peradilan Agama,;

Memperhatikan pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan
yang berlaku dan yang berkaitan dengan penetapan ini.
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M E N ETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0218/Pdt.G/2016/PA.Pare dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara

sejumlah Rp. 231.000,00 ( dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah );

Demikianlah ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Parepare pada hari Rabu, tanggal 8 Juni 2016 M.,
bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1437 H. Oleh Dra. Siarah, M.H.
sebagai Ketua Majelis, serta Salmirati, S.H.,M.H dan Khoerunnisa, S.HI.
masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana pada hari itu juga
diucapkan oleh Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan
dibantu oleh Hj. Sitti Sania, S.H. sebagai panitera pengganti, dengan
dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota Ketua Majelis

Salmirati, S.H.,M.H. Dra. Siarah, M.H.

Khoerunnisa, S.HI.

Panitera Pengganti

Hj. Sitti Sania, S.H.
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Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran . Rp 30.000,-
2. Biaya ATK : Rp 50.000,-
3. BiayaPanggilan : Rp 140.000,-
3. Redaksi . Rp. 5.000,-
4, Meterai . Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 231.000,-

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)
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